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ABSTRAK

Adiyatma, Dimas H. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-
Liquid pada Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 109
Tahun 2012 di Kota Semarang. Skripsi, Bagian Perdata Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang. Ubaidillan Kamal, S.Pd., M.H. Pembimbing I,
Dewi Sulistianingsih, SH., M.H. Pembimbing II.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Rokok Elektrik, E-liquid

Seiring dengan berkembangnya teknologi, muncul produk baru yang disebut
dengan rokok elektrik. Rokok elektrik adalah suatu inovasi baru pengganti rokok
konvensional yang didalamnya terdapat cairan isi ulang yang biasa disebut dengan
e-liquid. Komposisi e-liquid terdiri dari nikotin, pripolin glycol, vegetable
gliserin, flavouring. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa peredaran e-liquid
dipasaran tidak mendapatkan pengawasan oleh pemerintah karena belum ada
peraturan yang jelas mengenai produk e-liquid padahal dalam e-liquid terdapat
nikotin yang membahayakan bagi tubuh. Berdasarkan uraian tersebut dilakukan
penelitian dengan rumusan masalah (1) Bagaimana e-liquid Peraturan Pemerintah
No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif
Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan (2) Bagaimana perlindungan
hukum terhadap konsumen e-liquid pada rokok elektrik berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012? Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis
dengan teknik pengambilan data primer melalui wawancara dan data sekunder
melalui, buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk
memperoleh keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi data dimana
keabsahan data diperoleh melalui perbandingan data hasil observasi dan
wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang
berkaitan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) e-liquid dapat dikatagorikan produk
tembakau karena didalamnya mengandung nikotin sehingga Peraturan Pemerintah
No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif
Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dapat diimplementasikan pada e-liquid.
(2) Perlindungan hukum terhadap konsumen e-liquid pada rokok elektrik
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 di Kota Semarang
yaitu dengan memberikan sosialisasi tentang kandungan dan potensi bahaya e-
liquid serta penggenaan cukai pada produk e-liquid.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perekonomian serta kemajuan
teknologi yang begitu pesat, arus perdagangan barang dan/atau jasa semakin
meluas bahkan melintasi batas-batas wilayah suatu negara dan kebutuhan
masyarakat akan informasi semakin tinggi menyebabkan semakin
banyaknya barang dan/atau jasa di pasaran. Kondisi ini sebenarnya memberi
keuntungan bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang
dan/atau jasa yang diinginkan akan terpenuhi. Selain itu, mereka juga dapat
memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuannya
karena pelaku usaha menghasilkan begitu banyak variasi barang dan/atau
jasa.

Pasar bebas dan persaingan global saat ini, hanya pelaku usaha handal
yang mampu menghasilkan barang dan/atau jasa serta mempunyai daya
saing yang tinggi dan memenangkan persaingan baik dalam negeri maupun
luar negeri. Persaingan yang sangat ketat tersebut di sisi lain menimbukan
efek negatif yaitu barang dan/atau jasa yang beredar belum tentu menjamin,
keamanan, keselamatan dan juga kesehatan konsumen. Selain itu, kondisi
tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen
menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi objek aktifitas bisnis dari

pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan, penerapan



perjanjian-perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen, bahkan
konsumen dapat dijadikan sasaran penipuan oleh pelaku usaha.! Hal ini
disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya
kesadaran atas hak dan kewajibanya.? Kedudukan konsumen pada umumnya
masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, oleh
karena itu sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi
kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.’

Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi dalam dunia
usaha terkait produk hasil olahan tembakau adalah rokok. Indonesia
merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok yang cukup besar di
dunia. Rokok didalamnya terdapat tembakau yang mengandung nikotin dan
merupakan zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan. Pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Peraturan ini dibuat untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang kesehatan karena rokok mengandung bahaya bagi kesehatan, maka
diatur secara khusus oleh pemerintah.

Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul produk baru yang

disebut sebagai rokok elektrik. Nancy A. Rigotti menyebutkan bahwa

! Susanti Adi Nugroho. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum
Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

2 N.H.T. Sihaan. 2005. Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk.
Jakarta : Panta Rei. Hal .14.

® Abdul Halim Barkatulah. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan
Perkembangan Pemikiran. Bandung : Nusa Media. Hal. 19.



rokok elektrik adalah:* “Electrinic cigarette is a baterry-operated device
that aerosolizes nicotine for inhalation but does not burn tobacco” (Rokok
elektronik adalah perangkat yang dioperasikan dengan baterai yang
mengabsorpkan nikotin untuk inhalasi tetapi tidak membakar tembakau)
Sementara itu National Institute on Drug Abuse mengartikan rokok
elektrik sebagai berikut:®> “Electronic cigarette (also called e-Cigarettes or
electronic nicotine delivery systems) are battery-operated devices designed
to deliver nicotine with flavorings and other chemicals to users in vapor
instead of smoke.”(Rokok elektronik (juga disebut e-rokok atau sistem
pengiriman nikotin elektronik) adalah perangkat yang dioperasikan dengan
baterai yang dirancang untuk mengantarkan nikotin dengan perasa dan
bahan kimia lainnya untuk pengguna dalam uap, bukan asap).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, rokok elektrik adalah alat
yang digunakan untuk memasukkan nikotin kedalam tubuh penggunanya,
hanya saja nikotin yang dihasilkan bukan berasal dari pembakaran
tembakau, tetapi dari ekstrak tembakau. Nikotin yang digunakan dalam
rokok elektrik telah dicampur dengan beberapa senyawa kimia lainnya
seperti pripolin glycol, vegetable gliserin, flavouring dan senyawa kimia
lainnya yang tidak diterangkan oleh para pelaku usaha dengan alasan

menjaga rahasia resep cairan isi ulang yang diproduksi.®

* Nancy A. Rigotti. 2015. The Journal of the American Medical Association.

® www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/electronic-cigarettes-e-cigarettes [diakses pada 2/2/
2017]

® Thomas Sunaryo. 2013. Opini Akademik Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi
Kesehatan. Jakarta: Serikat Kerakyatan Indonesia Centre of law and order studies. Hal. 9



http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/electronic-cigarettes-e-cigarettes

Secara umum rokok elektrik memiliki tiga tipe yaitu rokok elektrik
yang berbentuk seperti rokok tembakau, rokok elektrik yang lebih besar
dengan tabung penyimpanan cairan dan rokok elektrik terbaru yang terdiri
dari mod (terdiri mesin dan batre), Atomizer (terdiri dari koil dan kapas).
Tipe ketiga merupakan tipe rokok elektrik yang sekarang banyak dijumpai
dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna.” Rokok elektrik
memberikan rasa dan sensasi yang hampir sama dengan asap tembakau
namun, pada rokok elektrik tidak membakar tembakau secara langsung
untuk menghasilkan asap, melainkan menggunakan cairan larutan nikotin
atau yang biasa disebut dengan e-liquid. E-liquid adalah cairan isi ulang
rokok elektrik yang terdiri dari 4 bahan utama diantaranya nicotine,
propylene glycol,vegetable glycerin dan artificisal flavouring.® Cara
penggunaan rokok elektrik pengguna meneteskan e-liquid pada koil yang
terdapat pada pemanas (automizer), kemudian menekan tombol pada mod
seketika koil akan memanas dan menghasilkan asap dan dihisap oleh
pengguna.

Rokok elektrik ini sedang menjadi fenomena baru di tengah
masyarakat Indonesia. Banyak konsumen rokok konvensional yang beralih
ke rokok elektrik karena menganggap. cara merokok seperti ini aman tanpa
mengurangi kenikmatan dari merokok itu sendiri. Badan Pengawas
Makanan dan Obat Amerika Serikat, Food and Drug Administration (FDA)

pada tahun 2009, melakukan penelitian untuk mengevaluasi penggunaan e-

" http://www.alodokter.com/apakah-rokok-elektrik-aman [diakses pada 2/2/2017]
® http://www.kompasiana.com/menggelinjang/vapor-trend-pengganti rokok54f375f37455137a2b6
€76d7 [diakses pada 2/2/2017]



http://www.alodokter.com/apakah-rokok-elektrik-aman
http://www.kompasiana.com/menggelinjang/vapor-trend-pengganti%20rokok54f375f37455137a2b6%20c76d7
http://www.kompasiana.com/menggelinjang/vapor-trend-pengganti%20rokok54f375f37455137a2b6%20c76d7

1.2

liqguid pada rokok elektrik dan diketahui dalam rokok elektrik masih
mengandung Tobacco specific Nitrosamines (TSNA) dan Diethlyne Glycol
(DEG). Ketiga bahan ini merupakan zat yang berbahaya bagi tubuh yang
berasal dari tembakau. Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum
melakukan penelitian terkait bahaya maupun manfaat rokok elektrik.
Timbul menjadi persoalan kemudian adalah fakta dilapangan menunjukkan
bahwa peredaran e-liquid dipasaran tidak mendapatkan pengawasan oleh
pemerintah. Terlebih lagi baru-baru ini mulai marak e-liquid lokal yang
diproduksi industri kecil yang tidak yang tidak mendapatkan pengawasan
serta izin yang jelas dari pemerintah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka tentu menjadi suatu
permasalahan jika dikaitkan pada hukum perlindungan konsumen dalam
dunia usaha. Pemasaran produk e-liquid tidak berfokuskan pada produk
yang berdasarkan pada standar dan nilai-nilai perlindungan konsumen.
Untuk itulah penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-LIQUID
PADA ROKOK ELEKTRIK = BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 DI KOTA SEMARANG”
Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, masalah dapat
diidentifikasian sebagai berikut:

1.  E-liquid pada rokok elektrik mengandung zat berbahaya bagi

kesehatan konsumen.



2.  Pelaku usaha seharusnya mendaftarkan produk e-liquid ke BPOM
untuk dilakukan uji dan setifikasi sebelum menjual ke konsumen.

3. Peredaran e-liquid yang seharusnya di awasi pemerintah karena
mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan luput dari pengawasan.

4.  Konsumen e-liquid belum mendapatkan perhatian dari dinas terkait

dengan keamanan dari e-liquid yang di konsumsinya.
1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang
dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup
penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana e-liquid jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif
berupa produk olahan tembakau.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen e-liquid pada rokok

elektrik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.
1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas,
maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini
adalah:

1. Bagaimana e-liquid jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor

109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat

adiktif berupa produk olahan tembakau?



2.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen e-liquid pada
rokok elektrik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun

2012?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, ada beberapa tujuan yang

melandasi penelitian ini, yaitu :

1.

Mengkaji, menganalisis, serta mengetahui penerapan Peraturan
Pemerintah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
pada e-liquid.

Mengkaji, menganalisis, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh

pemerintah untuk memberi perlindungan terhadap konsumen e-liquid.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara normatif,

teoritik maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

Manfaat Normatif

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan hukum
mengenai perlindungan konsumen dan kesehatan.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata. Selain itu diharapkan

dengan adanya penelitan dan penulisan ini dapat memperkaya



referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan yang terkait langsung

dengan judul penelitian ini.

Manfaat Praktis, penelitian ini dapat memberikan:

a.

Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai wahana pengembangan ilmu Hukum
Perdata serta untuk menambah wawasan dan meningkatkan
kemampuan menganalisis terhadap perlindungan konsumen.

Bagi Instansi

Bagi Instansi penelitian ini dapat memberikan masukan terkait
permasalahan perlindungan konsumen e-liquid pada rokok elektrik.
Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan dan menambah
wawasan perlindungan konsumen e-liquid pada rokok elektrik.
Bagi Pemerintah

Dapat memberikan bahan pengetahuan dan masukan agar

mendepankan kesejahteraan masyarakat.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Rokok elektrik sebenarnya sudah lama masuk ke Indonesia, namun
hingga saat ini rokok elektrik belum mendapatkan perhatian khusus oleh
pemerintah. Pada rokok elektrik terdapat e-liquid yang didalamnya
mengandung nikotin dan zat kimia lain yang berbahaya bagi kesehatan
konsumennya.

Saat ini banyak e-liquid yang beredar tidak terdaftar dan tidak
terjamin keamannya. Produsen e-liquid dan penjual seolah tidak perduli
akan keamanan produknya sehingga mereka tidak mendaftarkan produknya
ke BPOM. Hal tersebut di sebabkan tidak adanya sanksi tegas dari
pemerintah, selain itu kurangnya kesadaran konsumen terhadap keamanan
produk yang dikonsumsinya menjadi salah satu faktor penyebab ketidak
perdulian dari produsen.

Penulis mendasari penelitian berdasarkan hasil-hasil penelitian
terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian yang berkaitan

dengan skripsi yang akan ditulis diantaranya yaitu:



Tabel 1. Penelitian terdahulu

10

Nama | Ketut Nurcahaya Gita | Andri (2012) Dimas Hana
(2016) Universitas Universitas Adiyatma (2018)
Udayana Indonesia Universitas

Negeri
Semarang

Judul Perlindungan Hukum Perlindungan Perlindungan
Terhadap Konsumen di | Konsumen Melalui | Hukum
Indonesia Terkait Pengaturan Tentang | Terhadap
Bahaya Konsumsi Kewajiban Konsumen E-
Rokok Elektrik. Pelabelan Pada Liquid pada

Rokok Berlabel Rokok Elektrik
Ditinjau Dari Berdasarkan
Undang-Undang Peraturan
Nomor 8 Tahun Pemerintah
1999 Tentang Nomor 109
Perlindungan Tahun 2012 di
Konsumen, Kota Semarang
Undang-Undang
Nomor 36 Tahun
2009 Tentang
Kesehatan, Dan
Peraturan
Pemerintah Nomor
19 Tahun 2003
Tentang
Pengamanan Rokok
Bagi Kesehatan
Rumusan | Permasalahan: Permasalahan: Permasalahan:
masalah | 1. Tanggung Jawab 1.Bagaimana 1. Bagaimana e-
Pelaku Usaha Akibat pengaturan liquid jika
bgr_}aya yang peraturan ditinjau dari
ditimbulkan dari
Konsumsi Rokok perundang- Peraturan
Elektrik undangan yang Pemerintah
2. Aspek Perlindungan mengatur nomor 109
Hukum terhadap mengenai ukuran Tahun 2012
Konsumen Rokok | dan standar zat tentang
Elektrik ditinjau dari kimia dalam pengamanan
Undang-Undang
Nomor 36 Tahun r(?kok yang bahan yang
diproduksi, mengandung
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20009 tentang
Kesehatan dan
Undang-Undang
Nomor 8 Tahun
1999 tentang
Perlindungan
Konsumen

sehingga aman
bagi kesehatan
konsumennya?
2.Bagaimana
pengaturan
peraturan
perundang-
undangan yang
mengatur
mengenai label
kemasan rokok
yang
memberitahukan
pada konsumen
tentang keamanan
bagi kesehatan
konsumennya?
3.Bagaimanakah
sanksi bagi
produsen rokok
yang tidak
mencantumkan
Label yang
memuat kadar tar
dan nikotin dalam
kemasan rokok
yang diproduksi?

zat adiktif
berupa
produk
olahan
tembakau?

. Bagaimana

perlindungan
konsumen dan
tanggung jawal
pemerintah dal
memberi
perlindungan
terhadap
pengguna e-
liquid?

Hasil
penelitian

Hasil yang diperoleh
dari penelitian
menunjukan bahwa
Pihak pelaku usaha
yang
bertanggungjawab
terhadap konsumen
yang mengalami
kerugian akibat
konsumsi produk
tembakau khususnya
rokok elektrik baik itu
pihak retail

PP No. 81 Tahun
1999 mengatur
mengenai kadar
maksimum tar dan
nikotin, yaitu kadar
nikotin 1,5 mgr dan
kandungan tar 20
mgr. Namun PP
No. 19 Tahun 2003
tentang
pengamanan rokok
bagi kesehatan
yang menggantikan
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(pengecer/pengedar)
atau pun perusahaan
yang memproduksi,
dapat diberikan sanksi
hukum berupa sanksi
adminitratif sesuai
ketentuan Pasal 60 ayat
(3) Peraturan
Pemerintah Nomor 109
Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan
Yang Mengandung Zat
Adiktif Berupa Produk
Tembakau Bagi
Kesehatan terhadap
Produk Rokok Elektrik
(E-Cigarette) berupa :
teguran lisan, teguran
tertulis, penarikan
produk, rekomendasi
penghentian sementara
kegiatan, dan/atau
rekomendasi
penindakan kepada
instansi terkait sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
Perlindungan hukum
terhadap konsumen di
Indonesia terkait
bahaya konsumsi
produk tembakau
khususnya rokok
elektrik, dapat ditinjau
dari Pasal 8 ayat (1)
huruf i, dan Pasal 9
ayat (1) huruf j UUPK,
serta Pasal 114 ayat (2)
Undang-Undang

PP No. 81 Tahun
1999 dan PP No. 38
Tahun 2000 tidak
mengatur mengenai
standar kadar
maksimum tar dan
nikotin pada rokok
berlabel. Dengan
demikian, terjadi
perubahan materi
dalam PP No. 19
Tahun 2003 berupa
penghapusan kadar
maksimum tar dan
nikotin yang mana

bertentangan
dengan Pasal-Pasal
dalam UU No. 8
Tahun 1999
tentang

perlindungan
konsumen, karena
produk rokok
berlabel yang
dikonsumsi
masyarakat menjadi
lebih berbahaya
bagi kesehatan.
Akibat hal ini,
dalam praktiknya,
PT Gudang Garam
dan PT Djarum
Super yang
termasuk peringkat
tiga besar di
Indonesia dapat
terus memproduksi
rokok berlabel yang
kadar tar dan
nikotinnya diatas
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Nomor 36 Tahun 2009 | standar yang

tentang Kesehatan pernah diatur dalam
PP No. 81 Tahun
1999.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Efektifitas Hukum

Penegakan hukum tidak semata-mata dianggap sebagai proses
penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas dari pada pendapat
tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku
manusia. Hukum merupakan leluasaan yang dimiliki otoritas untuk
mengontrol masyarakat, sehingga akan dapat dicapai kondisi masyarakat
yang penuh dengan ketertiban dan keteraturan.® Teori efektivitas hukum
dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto.
Bronislaw  Malinowski  (1884-1942) menyajikan teori efektivitas
pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori
efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:

a. -~ Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara
lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa,
yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu
sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya)

yang diorganisasi oleh suatu negara.

% Soetandyo Wignkosoebroto. 2013. Hukum Dalam Masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.
15.
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b.  Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-
kadang tidak ada.
c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada

hukum.°

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam
masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat
modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan
masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas,
spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam
masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya,
sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem
ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal
alat-alat kekuasaan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh
mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan
efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum
mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku
manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan
efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur
paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan

pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat

19 Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2014. Penerapan Teori Hukum
pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 305.
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dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat
kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.**
Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya
kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat
terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang
mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya.
Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang
berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan
perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku
sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan
perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka
efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai.
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :*?
a.  Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
b.  Faktor penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum
c.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
d. . Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut

berlaku atau diterapkan

1 Soerjono Soekanto. 1988. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung: CV. Ramadja
Karya. Hal 80.

12 Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada. Hal. 8
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e.  Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan

pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur
daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang
menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau
tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto
tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita
yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum
tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim,
jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor
sosialisasi hukum yang sering diabaikan.*?

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama
adalah:**

a.  Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu
sudah cukup sistematis.

b. ~ Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu
sudah cukup sinkron, ‘secara hierarki dan horizontal tidak ada

pertentangan.

3 Romli Atmasasmita. 2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum.
Bandung: Mandar Maju. Hal. 55.
% Soerjono Soekanto. 1983. Penegakan Hukum. Bandung: Bina Cipta. Hal. 80.
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c.  Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur
bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
d.  Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan

persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja
hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Hubungan ini dikehendaki
adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan
tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi
keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh
terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung
pada hal berikut:*

a.  Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang
ada.

b.  Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

c.  Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat.

d. =~ Sampai sejaun mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas

yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan

prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan

% 1bid., Hal. 82.
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prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan

sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana

dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto

memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana.

Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang

memberikan kontribusi untuk kelancaran tugastugas aparat di tempat atau

lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:*®

a.

b.

Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan
memperhitungkan angka waktu pengadaannya.

Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan

lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari

kondisi masyarakat, yaitu:

a.

b.

Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun
peraturan yang baik.
Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun

peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

% | oc. Cit.
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c.  Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik,
petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan
kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul.
Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil
dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam
hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara
individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi
salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan
sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai
penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.
Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat
positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya
rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk
melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif
dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti
perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya 10 eksternal
karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat
memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran
umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum
disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa

takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada
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melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau

hanya temporer.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen
2.3.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen
Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka (1)
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menentukan bahwa:
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya.”
Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1
angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup
memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan
sewenang-wenang Yyang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk

kepentingan perlindungan konsumen.*’

2.3.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999, ada 5 asas
perlindungan konsumen, yaitu:
a)  Asas Manfaat
Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya

dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan

" Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Cet.7. Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada. Hal 1.
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manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku
usaha secara keseluruhan;

Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan
pelaku wusaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil;

Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti
material atau spiritual,

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan
pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan

perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Setiap Undang-Undang memiliki tujuan khusus. Tujuan perlindungan

konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

yaitu:



b)

d)

f)
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Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri;

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,
dan menuntut hak — haknya sebagai konsumen;

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;

Menumbuhkan kesadaran pelaku wusaha mengenai pentingnya
perlindungn konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan,

keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan diatas bila

dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan

hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf ¢, dan

huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat

dalam ‘rumusan huruf a, dan b, termasuk huruf ¢, dand, serta huruf f.

Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum

terlihat dalam rumusan huruf f. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak,

oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai
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dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan
ganda.®®
2.3.1.3 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau
consument/konsument (Belanda).’® Pengertian tersebut secara harfiah
diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau
menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang
menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.”?®® Amerika Serikat
mengemukakan pengertian “konsumen” yang berasal dari consumer berarti
“pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai “korban
pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan
pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena
perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan
pemakai.”* Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang
berkembang mengartikan konsumen sebagai “he person who obtains goods
or services for personal or family purposes”. Dari definisi diatas terkandung
dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang
digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.?? India juga

mendefinisikan konsumen dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen

'8 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit, Hal 34

19 Celina Tri Siwi Kristiyant. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.
22.

2 Abdul Halim Barkatulah. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan
Perkembangan Pemikiran. Bandung: Nusa Media. Hal. 7.

2! Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., Hal. 23.

22 Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006. Jakarta: Gramedia
Widiasarana Indonesia. Hal. 3.
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India yang menyatakan “konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas
barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi

tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau

lain-lain keperluan komersial,*®

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen,
yakni:*

a.  Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau
jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;

b.  Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang
dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang
dan/ atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersil); bagi
konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa
kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen
dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen).
Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar
industri atau pasar produsen.

c.  Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan
menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi
kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga
dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Istilah konsumen juga dapat Kkita temukan dalam peraturan
perundangundangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen
dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang
dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

23 H
Ibid., him. 4
% Az. Nasution. 2001. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.
Hal. 13
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diperdagangkan.” Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat Kita
kemukakan unsur-unsur definisi konsumen:®
a.  Setiap Orang
Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang
berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah “orang” disini
tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut
natuurlijke persoon atau termasuk juga badan hukum (rechtspersoon).
Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian
konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus
mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan
hukum.
b.  Pemakai
Kata ”pemakai” dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU
Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir (ultimate
consumer).
c.  Barang dan/ atau Jasa
UU Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai
sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang
tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa

diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau

% |bid., Hal. 27.
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prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh
konsumen.
d.  Yang tersedia dalam masyarakat

Barang/ jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus
tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini, syarat
mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya,
perusahaan pengembang (developer) perumahan telah biasa
mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti futures trading
dimana keberadaan barang yang diperjual-belikan bukan sesuatu yang
diutamakan

e.  Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup
lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan
tumbuhan.

f. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam undang-undang perlindungan
konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang
menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya,
keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah

tangga.

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah

pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari
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barang dan/ atau jasa tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari

pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius yang menyimpulkan, para

ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai

produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti

sempit).”

2.3.1.4 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen diatuur dalam Pasal 4 dan Pasal 5

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 UU Nomor 8

Tahun 1999, diatur mengenai hak-hak konsumen adalah:

a)

b)

d)

f)

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/jasa
yang digunakan;

Hak untuk mendapatkan —advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

% Shidarta, Loc. Cit., Hal. 3
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g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

h)  Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainya;

Sembilan butir hak konsumen diatas, menyimpulkan bahwa masalah
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang
paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau
jasa yang penggunaanya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang
tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak
untuk diedarkan dalam masyarakat.?’ Bagaimanapun ragamnya rumusan
hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat
dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:*

a) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian,
baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan;

b)  Hak untuk memperoleh barang dan/jasa dengan harga yang wajar; dan

c) Hak ‘untuk ' memperoleh penyelesaian yang - patut terhadap

permasalahan yang dihadapi;

2" Titik Triwulan Tutik, Shinta Febriana. 2010. Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Cet.1. Jakarta:
Prestasi pustaka. Hal 31.
28 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. OpCit. Hal 46-47
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Oleh karena ketiga hak / prinsip dasar tersebut merupakan himpunan
beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen , maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen,
sehingga dapat di jadikan / merupakan prinsip perlindungan hukum bagi
konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi,
maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh
pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen
tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.?*

Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 diatur mengenai kewajiban-
kewajiban konsumen, yaitu:

a)  Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan;

b)  Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa;

c)  Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d) Mengikuti upay